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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Manusia dalam kehidupannya harus saling berhubungan antara manusia 
satu dengan manusia lainya, baik secara individu maupun kelompok. Dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya antara manusia satu dengan manusia yang lain 
dapat saling berhubungan dengan cara saling bekerja sama dan tolong menolong. 
Hal itu dilakukan karena manusia dalam hidupnya tidak dapat hidup secara 
menyendiri. 
Dengan adanya Hal tersebut maka  dibentuklah berbagai peraturan hukum 
yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu 
sejak lahir hingga kemudian kematian merenggutnya. Mengenai hal ini secara 
eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan 
negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini 
berarti bahwa segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di 
negara RI. 
Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita dalam suatu 
rumah tangga. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan 
segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perkawinan yang diadakan ini 
diharapkan dapat berlangsung selama-lamanya, sampai ajal memisahkan.  
Perkawinan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk selama-lamanya, tetapi 
ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat 
diteruskan, misalnya salah satu pihak berbuat serong dengan orang lain, terjadi 
pertengkaran terus-menerus antara suami isteri, suami/ isteri mendapat hukuman 
lima tahun penjara atau lebih berat, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang 
menyebabkan perceraian. 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selain 
mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya  juga mengatur 
tentang perceraian. Di sini Undang-undang Perkawinan Nasional itu dalam hal 
perceraian, menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dalam 
pengertian sejalan dengan Hukum Islam, karena perceraian dapat memberi 
pengaruh baik buruknya kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila. Meskipun berkas perkara perceraian telah masuk di 
pengadilan dan proses persiidangan telah berjalan, pada saat putusan majelis 
hakim belum tentu mengabulkan perceraian tersebut. Karena itu selain 
perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami dengan sempurna 
oleh setiap Warga Negara Indonesia agar perceraian tidak lagi menjadi 
permainan atau dipermainkan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, 
kesejahteraan dan ketenteraman keluarga, masyarakat, dan Negara. 
Hal tersebut merupakan suatu permasalahan hukum. Setiap permasalahan 
yang bersinggungan dengan hukum di selesaikan lewat jalur pengadilan. Dalam 
hal permasalahan pengenai perceraian bagi mereka yang beragama islam 
diselesaikan melalui persidangan pengadilan agama. Pengadilan menawarkan 
penyelesaian dengan sistem beracara yang berdasar pada asas cepat, sederhana 
dan biaya ringan. Asas tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kemudian 
dipercaya oleh semua orang bahwa pengadilan adalah tempat yang sesuai dengan 
segala kenyamanan dan penegakan hukum di dalamnya. Sungguh indah bila 
terjadi demikian, namun pada kenyataannya tidaklah sesuai dengan harapan. 
Di dunia peradilan Indonesia banyak ditemui hal-hal yang tidak sesuai 
dengan hukum, sehingga merusak nama baik hukum sendiri yang menurut 
penulis memang sudah tidak seperti harapan. Hal yang demikian kadang 
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dilakukan oleh beberapa oknum aparat pengadilan yang sebenarnya justru 
merugikan pihak-pihak yang bersengketa. 
Pada perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam penyelesaian 
perkaranya melalui pengadilan agama. Dalam penyelesaiannya penerapan 
hukumnya sama dengan perkara tertentu karena perkara yang ditangani 
pengadilan agama adalah perkara tertentu bagi mereka yang beragama Islam 
sehingga tetap berdasarkan pada asas acara perdata. Hal tersebut didasarkan pada 
bahwa kukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah sama 
dengan yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali hal-halyang telah 
disebut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
Setiap badan peradilan harus menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya 
ringan dalam menangani setiap perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu 
pula dengan pengadilan harus demikian sesuai dengan ketentian pasal tersebut. 
Dengan adanya asas tersebut dimaksudkan agar para pihak yang bersengketa 
memperoleh kemudahan serta keadilan dalam menyelesaikan perkara di 
pengadilan terutama pengadilan agama. 
Dengan adanya asas cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara 
dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak memakan waktu 
yang lama. Pada asas sederhana memiliki tujuan agar dalam proses persidangan 
tidak berbelit-belit dan mudah diselesaikan sehingga penerapan asas cepat dapat 
terlaksana. Mengenai biaya ringan, setiap beracara di pengadilan pasti 
memerlukan biaya. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 
Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara, pembayaran biaya perkara 
langsung melalui pengadilan yang bersangkutan, tertapi setelah Surat Edaran 
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tersebut dikeluarkan pembayaran biaya perkara dibayarkan melalui bank yang 
telah ditunjuk oleh pengadilan yang bersangkutan.  
Pegawai pengadilan tidak diperkenankan  memungut biaya perkara 
kepada para pihak secara langsung. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan 
transaparansi dan akuntabilitas diseluruh pengadilan, mempermudah pihak yang 
berperkara dalam mencari keadilan, serta dalam rangka penertiban biaya perkara 
Perdata, perkara Perdata Agama, perkara Tata Usaha Negara. 
Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang :  
“ PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN 
DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN 
AGAMA MUNGKID MAGELANG (STUDI KASUS 
No.0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd). ” 
B. Perumusan Masalah 
 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk 
membatasi masalah yang diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai 
menjadi lebih jelas, terarah dan mendapatkan hasil yang diharapkan. 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, 
maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam 
penyelesaian perkara cerai talak kasus Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di 
Pengadilan Agama Mungkid Magelang? 
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Asas Cepat, 
Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak kasus 
6 
 
Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid dan 
bagaimana solusinya? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan 
informasi dikumpulkan, dirangkai, dan dianalisa yang bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-
masalah yang dihadapi ( Soerjono Soekanto, 2007 : 3). 
Adapun tujuan penulisan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 
dalam penyelesaian perkara cerai talak kasus Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Magelang. 
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam 
penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian 
perkasa cerai talak di Pengadilan Agama Mungkid tersebut dan bagaimana 
solusinya.  
2. Tujuan Subyektif  
a. Memperdalam pengetahuan penulis mengenai hukum acara peradilan 
agama pada khususnya mengenai bagaimana penerapan Asas Cepat, 
Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak kasus 
Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang 
b. Untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka penyusunan 
penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam 
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meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
c. Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman penulis dibidang 
hukum, khususnya hukum acara pada Pengadilan Agama. 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum  
acara peradilan agama. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan                           
memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan Asas Cepat, 
Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak kasus 
Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-
penelitian sejenis. 
2. Manfaat praktis 
a. Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta 
memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 
b. Memberikan jawaban praktis mengenai penerapan Asas Cepat, Sederhana 
dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama 
Mungkid Magelang 
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c. Untuk meningkatkan penalaran dan pola pikir dinamis guna 
mengembangkan ilmu yang diperoleh selama penulis selama menjalani 
studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
E. Metode Penelitian 
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman , tentang cara-cara 
seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya dan bertujuan untuk menambah kemampuan  para 
ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau 
lengkap. oleh karena itu metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang 
harus ada  di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian 
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, 
yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti 
sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu 
sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam 
suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2007 : 6-42). 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini  adalah 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Jenis 
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 
hukum empiris atau sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam 
realitas atau kenyataan di dalam masyarakat (Law in action). Dalam 
melakukan penulisan hukum ini Penulis melakukan penelitian dan 
memperoleh informasi yang berkaitan dengan materi penulisan dari 
Pengadilan Agama Mungkid Magelang. 
 
9 
 
2. Sifat penelitian 
Sifat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian 
yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 
diteliti (Soerjono Soekanto, 2007 : 10). 
Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan secara lengkap dan 
jelas tentang penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam 
penyelesaian perkara cerai talak kasus Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di 
Pengadilan Agama Mungkid Magelang 
3. Jenis Data 
Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan  antara 
data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan 
pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data 
primer, sedangkan yang dipeoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya 
dinamakan data sekunder ( Soerjono Soekanto, 2007 : 51). 
Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh 
secara  langsung melalui penelitian lapangan atau di lokasi penelitian. 
Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau 
keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. 
Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan Sri 
Sangadatun  sebagai Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara Nomor  0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara 
langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang 
terdiri Putusan Pengadilan Agama Mungkid Magelang Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd serta dari peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis 
lainnya. 
4. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari suatu 
penelitian diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan 
Agama Mungkid Magelang yang mengetahui dan memiliki pengalaman 
mengenai obyek penelitian, yaitu Sri Sangadatun sebagai Anggota Majelis 
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd.  
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data 
yang diperoleh secara tidak langsung dan bersifat mendukung sumber data 
primer. Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini 
yang utama adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd. selain itu, sumber data sekunder lainnya 
adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, dan 
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik tertentu guna 
memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu : 
a. Wawancara  
 Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan 
tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu dengan Sri 
Sangadatun sebagai Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd. 
a. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan beberapa buku-buku literatur, peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis 
lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, studi kepustakaan adalah studi 
dokumen yang merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan 
melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” atau yang 
biasa disebut dengan analisis muatan (Soerjono Soekanto, 2007 : 21). 
Studi kepustakaan yang paling utama dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan terhadap putusan Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd. 
Sebagai data pendukung dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data 
dengan cara membaca, mengkaji dan analisis isi (content analysis) dari 
bahan pustaka baik berupa sumber tertulis yang memiliki kekuatan 
authoritative yaitu Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 tentang HIR, 
Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227 tentang R.Bg, Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 
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Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi 
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Serta 
menelaah bahan pustaka berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, 
dan disertasi dan jurnal-jurnal hukum. 
6. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif 
dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data 
dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data 
terkumpul maka tiga komponen teresbut berinteraksi dan bila kesimpulan 
dirasakan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali 
mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002 : 8). 
Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah : 
a. Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, penyederhanaan dan abstraksi dari data 
(fieldnote). 
b. Penyajian Data 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat 
dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga 
dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. 
c. Kesimpulan dan Verifikasi 
Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari 
arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan akan ditangani 
13 
 
dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan telah 
disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan 
mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 
penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran 
kembali yang melintas dalam pemikiran Penganalisis selama ia menulis, 
atau mungkin dengan seksama dan makan tenaga dengan peninjauan 
kembali (HB. Sutopo, 2002 : 97). 
Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti 
berbagai hal yang ditemui. Dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang 
mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai kemungkinan, kesimpulan 
perlu dipastikan agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan. 
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Untuk lebih jelasnya, analisis data kualitatif model interaktif dapat 
digambarkan dengan skema sebagai berikut: 
 
 
 
Gambar 1. Model Analisis  Interaktif 
(H.B. Sutopo . 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif) 
Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data 
Peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus 
disusun pada waktu Peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit 
yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah 
berakhir, Peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan 
verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi 
maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena 
kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka Peneliti dapat 
kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 
Reduksi Data 
Penarikan Kesimpulan/ 
verifikasi 
Sajian Data 
Pengumpulan 
Data 
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mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. 
Sutopo, 2002 : 95 – 96). 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya 
ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun 
sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan 
dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN                                           
Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini menguraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang 
berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti serta kerangka 
pemikiran. Dalam kerangka teori penulis mengungkapkan mengenai 
tinjauan tentang pengertian asas cepat, sederhana dan biaya ringan. 
Tinjauan tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, 
alasan perceraian, klasifikasi perceraian, pengertian talak, serta 
akibat perceraian.  Tinjauan tentang Pengadilan Agama, 
Kewenangan Pengadilan Agama dan Susunan Badan Peradilan 
Agama. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 
mengenai penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 
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dalam penyelesaian perkara cerai talak kasus Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid Magelang 
serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusinya. 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini akan menguraikan mengenai simpulan dan saran 
terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan Tentang Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 
Pengertian Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan 
Pengertian sederhana mengacu pada “complicated” penyelesaian 
suatu perkara, perkataan cepat atau “dalam tenggang waktu yang pantas” 
mengacu pada “tempo”, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; 
sedangkan perkataan “biaya ringan“ mengacu pada banyak atau sedikitnya 
biaya yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam 
menyelesaikan sengketanya didepan peradilan. Pasal 1 Undang- Undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: 
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia”. Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa 
dirasakan apabila proses pemeriksaan didepan pengadilan dilakukan dengan 
kecermatan dan ketelitian, sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara 
kualitatif benar bermutu dan memenuhi rasa keadilan masyarakat ( Setiawan, 
1992: 359). 
Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak 
kalah pentingnya dengan asas- asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) 
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan, yaitu: 
1) Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak 
formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini 
bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka 
persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di 
persidangan sampai dengan penandatanganan oleh hakim dan 
pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda- tunda sampai bertahun-
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tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang, 
bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat 
disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan meningkatkan 
kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada 
pengadilan. 
2) Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak 
berbelit-belit, dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa cukup 
diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan 
sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas 
yang sukar difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya berbagai 
penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan 
menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka 
pengadilan. 
3) Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar 
terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan 
menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan 
tuntutan hak kepada pengadilan. 
Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terdapat dalam 
Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman. Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan 
tidak berbelit-belit, dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa 
cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan 
sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam 
beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang 
sukar difahami, sehinggga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, 
kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan 
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atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan ringan (Sudikno 
Mertokusumo, 2002: 36). 
Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan 
bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. 
Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban berputar. Tidak 
demikian maknanya, asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk 
memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang 
dicita-citakan ialah seatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu 
lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu 
sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke 
arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat (M. Yahya Harahap, 
2003 : 70-71). 
Dalam hal ini yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini 
ialah sikap “moderasi”. Tidak cenderung secara ekstrim melakukan 
pemeriksaan yang tergipoh-gopoh tak ubahnya sebuah mesin, sehingga 
jalannya pemeriksaan meninggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi 
jangan dilambat-lambatkan. Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, 
rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan 
sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “Audi 
alteram Paterm” (M. Yahya Harahap, 2003 : 71). 
Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif. Biaya 
ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun 
demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan 
kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. 
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2. Tinjauan Tentang Perceraian 
a. Pengertian Perceraian 
a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) 
serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat 
dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. 
Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, dilihat dari putusnya 
perkawinan. Putusnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan, yaitu: 
(1) Karena kematian 
(2) Karena perceraian, meliputi cerai talak dan cerai gugat 
(3) Karena putusnya pengadilan 
 
b) Menurut Hukum Islam 
Menurut ketentuan Hukum Islam, yang dimaksud perceraian atau 
talak dalam istilah fiqh berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian 
(Soemiyati, 1986 : 103). Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai 
dua arti yaitu arti umum dan khusus. Dalam arti umum, ialah segala 
macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang 
ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya 
atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. 
Sedang dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak 
suami. 
Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau 
perceraian itu telah lebih membaikkan dari tetap berada dalam ikatan 
perkawinan itu. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai 
kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu 
tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan karena 
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kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan 
bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak 
mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian 
(H.M Djamil Latief, 1985: 29-30). 
b. Alasan Perceraian 
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup 
jelas alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai 
suami isteri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian 
menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan seperti dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 
1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan adalah sebagai berikut : 
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) dua tahun berturut-
turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 
6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi 
karena alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah no. 9 Tahun 1975 poin  a sampai dengan poin f yang pada 
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dasarnya adalah sama, hanya saja dalam Pasal 116 KHI ditambah dengan 
adanya pelanggaran ta’lik talak dan peralihan agama atau murtad. 
c. Klasifikasi perceraian  
Pada garis besarnya, perceraian menurut islam terbagi dalam dua 
golongan besar, yaitu : Thalaq dan Fasakh dengan ketentuannya bahwa setiap 
perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut thalaq 
dan perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak isteri disebut fasakh. 
Dalam kesempatan ini penulis akan menjabarkan mengenai klasifikasi 
perceraian menurut Hukum Islam yaitu perkawinan dapat putus disebabkan 
oleh: 
1) Kematian 
Kematian suami atau isteri dalam arti hukum adalah putusnya 
ikatan perkawinan. Jika isteri yang meninggal dunia, seorang suami boleh 
kawin lagi dengan segera, tetapi seorang janda karena kematian suami, 
harus menunggu jangka lewatnya waktu tertentu sebelum dapat kawin 
lagi, jangka waktu ini disebut ‘iddah (H.M Djamil Latief, 1985: 39). 
2) Perceraian 
Putusnya perkawinan karena perceraian secara garis besar dapat 
dibedakan menjadi ( Sajuti Thalib, 1974 : 117) : 
(1) Talak 
Talak adalah setiap perceraian yang timbul dari pihak suami 
untuk melepaskan atai membebaskan isterinya dari ikatan 
perkawinan, yang diucapkan secara jelas atau sindiran. 
(2) Khuluk  
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Khuluk adalah suatu perceraian berdasarkan persetujuan 
antara suami isteri dengan pembayaran iwadl dari isteri kepada 
suami, baik dengan kata-kata khuluk maupun kata-kata talak.  
(3) Fasakh 
Fasakh adalah suatu lembaga pemutusan hubungan 
perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum 
perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya ada cacat selamanya. 
(4) Ta’lik  
Tak’lik adalah perceraian atas permintaan isteri bila suami 
melanggar janji ta’lik talak atau janji-janji lain yang dibuat waktu 
akad nikah atau sesudahnya.  
(5) Li’an 
Li’an adalah putusnya perkawinan karena menuduh isteri 
berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang 
sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau 
pengingkaran tersebut. 
(6) Fahisyah  
Fahisyah adalah putusnya perkawinan karena isteri 
melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan 
keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seks, lesbian dan 
sejenisnya. 
(7) Zihar 
Zihar adalah putusnya perkawinan disebabkan suami 
bersumpah bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya yang 
berarti ia tidak akan mencampuri lagi karena isterinya sudah 
diibaratkan dengan ibunya. 
(8) Illa’ 
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Illa’ berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri 
isterinya dan tidak menalak atau menceraikan isterinya (seakan-akan 
menggantung isterinya tidak bertali) yang berarti membuat istrinya 
menderita. 
(9) Syiqaq 
Syiqaq adalah putusnya hubungan perkawinan disebabkan 
dalam rumah tangga terus menerus terjadi pertengkaran. 
(10) Murtad atau Riddah 
Murtad atau riddah adalah salah satu penyebab perceraian 
karena salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam. 
(11) Nusyuz 
Nusyus adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan 
karena isteri membangkang terhadap suami. 
d. Pengertian Talak 
Talak merupakan kalimah bahasa Arab yang bermaksud 
"menceraikan" atau "melepaskan".Mengikut istilah syara' ia bermaksud, 
"Melepaskan ikatan pernikahan atau perkahwinan dengan kalimah atau lafaz 
yang menunjukkan talak atau perceraian". Jika suami melafazkan kalimah ini 
ke atas isterinya, maka dengan sendirinya mereka berdua telah terpisah dan 
isterinya berada dalam keadaan iddah . Jika semasa isteri di dalam iddah kedua 
pasangan ingin berdamai, mereka boleh rujuk semula tanpa melalui proses 
pernikahan. 
(http://app.syariahcourt.gov.sg/syariah/frontend/TypeOfDivorce_Talak_M.asp
x, diakses tanggal 20 April 2010 Pukul 16. 46 WIB) 
Talak Perceraian yang dilakukan oleh suami dengan lafaz talak satu, 
dua atau tiga sama ada secara nyata atau kiasan. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk 
dan) terus bersama (dengan isterinya) dengan cara yang sepatutnya atau 
melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik. Maka sesudah berlaku 
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talak tiga, rujuk atau kawin semula tidak boleh dilakukan lagi antara suami 
isteri tersebut. Perkawinan semula antara keduanya hanya dibenarkan jika 
isteri yang diceraikan itu telah berkawin dengan lelaki lain dan telah 
melakukan persetubuhan dengan suaminya yang kedua dan selepas suami yang 
kedua itu dengan kerelaan sendiri menceraikan isterinya itu. (Abd. Muhsin 
Ahmad, 2001 : 
http://www.islam.gov.my/portal/pdf/WANITADANPEMBUBARAN. pdf) 
Menurut bahasa, talak berarti menceritakan atau melepaskan. Sedang 
menurut isyarat, yang dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang 
sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan 
mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan 
kata-kata tersebut. Dari sumber yang berbeda, juga dikatakan bahwa perceraian 
atau talak adalah berarti menunjukkan cara yang sah mengakhiri perkawinan, 
meskipun Islam memperkenankan perceraian jikalau alasan kuat baginya, hak 
cerai itu hanya dipergunakan dalam keadaan terpaksa. 
(http://meetabied.wordpress.com/2009/10/30/tinjauan-tentang-perceraian-dan-
pengaruhnya-bagi-anak/ diakses tanggal 20 April 2010 Pukul 17.21 WIB)  
e. Akibat Perceraian  
1) Putusnya perkawinan 
Mengenai hubungan suami isteri adalah sudah jelas bahwa akibat 
pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, 
tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan 
itu membolehkan rujuk menurut ketentuan ketentuan hukum Agama Islam 
usaha rujuk seorang suami kepada isterinya dapat dilakukan. Akan tetapi 
menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberi biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban 
bagi bekas isteri. Kewajiban dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban ini 
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tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu ( H.M Djamil Latief, 1981: 114-115). 
2) Akibat perceraian terhadap anak 
Perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu 
orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk 
itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua.  
Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan baik ibu atau bapak berkewajiban 
memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas semua 
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan 
tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi 
kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat 
memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberi 
keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang menguasai anak 
yakni memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan antara 
keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan 
kepada kepentingan anak ( H.M. Djamil Latief, 1985: 115). 
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 diatas dapat diketahui bahwa baik 
bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap 
pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Di lain pihak bagi pemeluk 
agama Islam, akibat perceraian terhadap anak, dapat dilihat dalam Pasal 
156 huruf a sampai f  Kompilasi Hukum Islam. 
3) Akibat terhadap harta bersama perkawinan 
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan 
bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas 
persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta 
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami istri 
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mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 
mengenai harta bendanya. 
3. Tinjauan tentang Pengadilan Agama 
a. Pengertian Peradilan Agama 
Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan 
Agama merupakan peradilan yang berada di lingkungan peradilan di bawah 
Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan 
hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama 
dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadialn Agama merupakan salah satu 
pelaksanan kekuasaan Kehakiman dalam negara Republik Indonesia selain 
Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer dan 
Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk yang sederhana Pengadilan Agama 
berupa tahkim yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam 
yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat 
Indonesia. Lembaga tahkim inilah yang menjadi asal usul Pengadilan Agama 
yang tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat 
muslim di Nusanta. (ErfanAseegaf 
http://irfanaseegaf.multiply.com/journal/item/4) 
Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama 
menetapkan ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Agama. Pasal 49 Ayat (1) 
berbunyi wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkara perkara 
antara orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah maupun 
wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Undang-
Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama mencabut semua 
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peraturan perundangan Pemerintah Hindia Belanda beserta PP No.45/1957. 
Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama pula 
mencabut Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan. Dengan ketentuan ketentuan tersebut, wewenang Pengadilan 
Agama di seluruh Indonesia menjadi luas dan sama. 
(SigitFahrudin,http://www.sigitfahrudin.co.cc/2010/03/peraturan-perundangan-
tentang-hukum.html) 
Pengadilan Agama adalah salah satu diantara peradilan di Indonesia. 
Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan 
rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama Hanya berwenang di bidang 
tertentu saja, tidaj termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang 
Islam di Indonesia. (Basiq Djalil, 2006 : 9) 
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, 
Zakat, Infak, Shadaqah, dan Ekonomi syariah. 
Dasar pengaturan pemberlakuan hukum acara pada pengadilan dalam 
lingkungan Badan Peradilan Agama adalah ketentuan Pasal 54 Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peadilan Agama  yang rumusan pasalnya berbunyi sebagai berikut : “Hukum 
Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 
adalah Hukum Acara Perdata  yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-
undang ini.”  
b. Kewenangan Pengadilan Agama 
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Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sama 
kedudukannya dengan yang lainnya, Peradilan Agama menyelenggarakan 
kekuasaan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 
mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan agar dapat melaksanakan dengan 
baik dan benar susunan kekuasaan serta hukum acaranya (Basiq Djalil, 
2006:16). 
Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Pengadilan Agama harus 
memperhatikan batasan-batasan kewenangannya dan beberapa hal berikut ini: 
1) Kompetensi Absolut 
Di Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan sebagai 
pelaksana fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman yaitu Peradilan 
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan 
Militer. Batas antara masing-masing lingkungan ditentukan oleh bidang 
yurisdiksi yang dilimpahkan undang-undang  dalam batas-batas yurisdiksi 
tersebut masing-masing melaksanakan fungsi kewenangan mengadili.  
Tujuan penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap 
lingkungan peradilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan 
kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan peradilan. Tidak 
saling berebut kekuasaan, lingkungan peradilan umum hanya 
berkompetensi memeriksa dan memutus perkara pidana umum, perdata 
adat, dan perdata barat minus pidana militer dan perkara tindak pidana 
yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kompetensi 
Peradilan Tata Usaha Negara hanya meliputi memeriksa dan memutus 
perkara tata usaha negara. Porsi kewenangan lingkungan Peradilan Militer 
hanya menjangkau perkara tindak pidana militer dan tindak pidana umum 
yang dilakukan oknum anggota TNI. Kewenangan lingkungan peradilan 
agama memeriksa dan memutus bidang tertentu (Yahya Harahap, 
2003:101). Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut akan 
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memberikan ketentraman dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan 
mengenai lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan 
memutus sengketa yang sedang dihadapinya sehingga jelas kemana 
mereka akan mengajukan perkara. 
Kewenangan lingkungan peradilan agama dijelaskan dalam Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana 
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Peradilan Agama 
adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang 
boleh diadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. 
Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara di Indonesia 
yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis 
perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia (H. 
Basiq Djalil, 2006 : 9-10). 
Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama  ada dua 
faktor yaitu : 
a) Beragama Islam.  
Dalam lingkungan peradilan agama dikenal asas personalitas 
ke-Islaman, asas ini dapat dijadikan dasar aturan mengenai siapa saja 
yang dapat mengajukan perkara di Pengadilan Agama, dengan acuan 
sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 2003:136-137) : 
(1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama 
Islam. 
(2) Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum 
Islam maka pihak-pihak tetap tunduk kepada kewenangan 
Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu 
pihak sudah beralih agama dari Islam ke agama lain. Dalam 
kasus yang seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk ke 
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lingkungan peradilan agama, karena pada diri pihak-pihak masih 
tetap melekat asas personalitas ke-Islaman.  
 
b) Perkara-perkara Tertentu 
Bertitik tolak pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama , maka dapat diketahui bahwa yang 
dimaksud dengan perkara tertentu yang menjadi tugas dan wewenang 
Pengadilan Agama adalah untuk mengadili perkara di bidang 
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 
ekonomi syari’ah. Jadi perkara-perkara di luar hal tersebut bukan 
merupakan wewenang dari Pengadilan Agama melainkan 
kewenangan dari lingkungan peradilan lain baik Peradilan Umum, 
Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Militer. Jadi perkara-
perkara tertentu ini sangat berhubungan dengan kewenangan absolut 
masing-masing badan peradilan. 
2) Kompetensi Relatif 
Kompetensi relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan 
antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama, misal 
dalam penentuan pengadilan dalam lingkungan badan peradilan agama 
yang mana berwenang atas suatu perkara yang menjadi bidangnya, 
ditentukan oleh tempat tinggal para pihak yang berperkara atau 
keberadaan objek perkaranya, contohnya antar Pengadilan Agama 
Bandung dengan Pengadilan Agama Jakarta dan bukan antara Pengadilan 
Agama dengan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, yang dimaksudkan 
dengan kekuasaan dan wewenang relatif adalah pemberian pemberian 
kekuasaan dan weweang yang berhubungan dengan wilayah hukum kerja 
antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama, antar-
Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama, antar-Pengadilan Negeri 
dengan Pengadilan Negeri, antar-Pengadilan Tata Usaha Negara dengan 
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Pengadilan Tata Usaha Negara, dan seterusnya (Taufiq Hamami, 
2003:116-117). 
Kompetensi relatif diatur tersendiri dalam Pasal 118 HIR dimana 
gugatan diajukan ke pengadilan wilayah hukum tempat tinggal tergugat, 
apabila tergugatnya lebih dari satu dan tinggal di wilayah hukum 
pengadilan yang berbeda, gugatan diajukan di salah satu tempat tinggal 
tergugat, jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui atau ghaib maka 
gugatan diajukan ke pengadilan wilayah hukum penggugat atau jika 
tuntutannya mengenai benda tetap, diajukan di pengadilan dimana benda 
tetap itu berada, atau jika ditentukan tempat kedudukan hukum dalam 
suatu akta maka gugatan diajukan di pengadilan dimana tempat 
kedudukan hukum ditentukan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa Pengadilan 
Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya 
meliputi wilayah kabupaten/kota. 
c. Susunan Badan Peradilan Agama 
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama 
dilaksanakan oleh Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat 
pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah berdasarkan 
hukum Islam. Tempat kedudukannya di ibu kota kabupaten atau kotamadya. 
Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan pengadilan tingkat 
banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama, dan 
merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa 
mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya, tempat kedudukannya 
di ibu kota propinsi yang wilayah hukumnya meliputi daerah propinsi. 
Keduanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara 
Tertinggi. 
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Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama, susunan Pengadilan Agama terdiri dari : 
1) Pimpinan, 
2) Hakim Anggota, 
3) Panitera, 
4) Sekretaris, 
5) Juru Sita (Taufiq Hamami, 2003 : 52). 
Sedangkan susunan Pengadilan Tinggi Agama berdasar Pasal 9 ayat 
(2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agamaterdiri dari: 
1) Pimpinan, 
2) Hakim Anggota, 
3) Panitera, 
4) Sekretaris (Taufiq Hamami, 2003 : 52) 
 
Pengadilan Agama terdiri dari : 
1) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berkedudukan di 
kotamadya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi 
wilayah kotamadya atau kabupaten. 
2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding 
yang berkedudukan di ibukota propinsi, dan daeraha hukumnya meliputi 
wilayah propinsi. 
Klasifikasi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut : 
1) Pendadilan Agama kelas I A 
2) Pengadilan Agama kelas I B 
3) Pengadilan Agama kelas IIA 
4) Pengadilan Agama kelas II B 
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Klasifikasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan luas/ 
besarnya kota dimana Pengadilan itu berada, jumlah perkara yang masuk dan 
ditangani, kualifikasi perkara (berat/ ringan), dan tingkat penyelesaian perkara 
tiap-tiap Pengadilan tersebut. 
d. Tugas Pengadilan Agama 
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 
infak, shadaqah, dan ekonomi syariah. Taufiq Hamami memecah tugas dari 
Pengadilan Agama menjadi dua yaitu (Taufiq Hamami, 2003 : 92) : 
 
1) Tugas Yustisial 
Tugas Yustisial merupakan tugas pokok dari Pengadilan Agama. 
Inti dari tugas ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi 
pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, 
pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga 
masyarakat. Hal ini berdasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang bunyinya 
sebagai berikut : 
Pasal 1 : 
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 
Indonesia.” 
Pasal 2 ayat (1) : 
“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 
diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-
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undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili 
serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.” 
Selain itu diatur juga dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 
yang berbunyi sebagai berikut : 
“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: 
a. perkawinan; 
b. waris; 
c. wasiat; 
d. hibah; 
e. wakaf; 
f. zakat; 
g. infaq; 
h. shadaqah; dan 
i. ekonomi syari'ah.” 
 
2) Tugas Non Yustisial 
Tugas Non Yustisial merupakan tugas tambahan, tetapi tidak 
mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
Tugas Non Yustisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 
kepada Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama diatur dalam 
Pasal 25 UU Nomor 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah 
dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 yang bunyinya sebagai berikut : 
“Semua Pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-
nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila 
diminta.” 
 
e. Asas-Asas Peradilan Agama 
Menurut Taufiq Hamami, ada sembilan asas-asas peradilan agama. 
Asas-asas tersebut antara lain : 
1) Asas Personalitas Ke-Islaman 
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Yang akan dibicarakan dalam bagian ini, tinjauan mengenai salah 
satu asas  yaitu asas personal keislaman yang digunakan dalam Pengadilan 
Agama. Asas personal keislaman menyebutkan bahwa yang tunduk dan 
yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, 
hanya mereka yang mengaku pemeluk agama islam. Penganut agama lain 
di luar Islam atau yang “non islam”, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa 
tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas personal 
keislaman diatur dalam pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga 
dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama.. Dari penjelasan yang dirumuskan dalam ketiga ketentuan tersebut, 
dapat dilihat asas personal keislaman sekaligus dikaitkan berbarengan 
dengan perkara perdata “bidang tertentu”, sepanjang mengenai sengketa 
perkara yang menjadi yuridiksi lingkungan Peradilan Agama. 
2) Asas Kebebasan 
Asas ini dimiliki oleh setiap badan peradilan tidak terkecuali badan 
Peradilan Agama. Kebebasan disini maksudnya tidak boleh ada pihak lain 
yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh 
Pengadilan/Majelis Hakim misalnya pemaksaan, directiva atau 
rekomendasi yang datang dari pihak extra yudisial, ancaman dan lain 
sebagainya. 
3) Asas Tidak Boleh Menolak Perkara dengan Alasan Hukum Tidak Jelas 
Penerapan asas ini, karena Hakim sebagai organ Pengadilan 
dianggap memahami hukum. Dalam hal Hakim tidak menemukan hukum 
tertulis, ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk 
memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. 
4) Asas Wajib Mendamaikan 
Penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan cara 
perdamaian. Dengan perdamaian sengketa selesai sama sekali, prosesnya 
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cepat, dan biaya ringan. Hal ini jauh lebih baik daripada penyelesaian 
perkaranya dengan putusan pengadilan yang dilaksanakan secara paksa dan 
kadang pihak yang kalah tidak mau menerima putusan dengan sukarela. 
 
5) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 
Peradilan sederhana dan cepat adalah pemeriksaan yang tidak 
berbelit-belit yang menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Sedangkan 
biaya ringan maksudnya adalah biaya yang sudah jelas dan pasti 
peruntukannya tanpa ada biaya tambahan. 
6) Asas Mengadili menurut Hukum dan Persamaan Hak 
Asas ini disebut juga Asas Legalitas dan Equality. Asas Legalitas 
artinya pengadilan mengadili menurut hukum. Hakim dalam memeriksa 
dan memutus perkara tidak boleh bertindak di luar hukum, dan semua 
tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas 
peradilan harus berdasarkan hukum. Sedangkan Asas Equality adalah 
persamaan hak. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang datang 
berhadapan di muka sidang sama hak dan kedudukannya. Hakim tidak 
boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya.  
7) Asas Persidangan Terbuka untuk Umum 
Setiap persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk umum, 
kecuali apabila undang-undang menentukan lain seperti dalam pemeriksaan 
perkara perceraian, atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang 
dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan 
perkara secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dalam 
persidangan yang tertutup untuk umum. Pelanggaran atas asas ini akan 
berakibat penetapan atau putusan Hakim tentang perkara yang diajukan 
kepadanya batal menurut hukum. 
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8) Asas Aktif  Memberi Bantuan 
Dalam perkara perdata, seperti halnya yang menjadi kekuasaan dan 
wewenang Pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, Pengadilan 
harus membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha 
untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya 
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
9) Asas Peradilan dilakukan dengan Cara Hakim Majelis 
Dalam proses pemeriksaan perkara, harus dilakukan oleh 
Majelis Hakim. Majelis ini sekurang-kurangnya terdiri dari satu 
Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota. Namun, dalam keadaan 
terpaksa, misalnya pada Pengadilan yang bersangkutan kekurangan 
tenaga Hakim, pemeriksaan dapat dilakukan dengan Hakim Tunggal. 
Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal harus mendapatkan ijin dari 
Mahkamah Agung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
 
 
Keterangan 
Setiap permasalahan yang bersinggungan dengan hukum pada umumnya diselesaikan 
lewat jalur pengadilan. Pengadilan menawarkan penyelesaian dengan sistem beracara 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas acara perdata tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 
4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam hal ini ada perkara perceraian yang kemudian diajukan dengan gugatan yang 
dimasukkan kepada Pengadilan Agama Mungkid Magelang melalui Panitera pengadilan 
tersebut. Setelah gugatan masuk, penggugat membayar biaya perkara yang telah ditetapkan 
dan memperoleh nomer register perkara yang dalam perkara ini perkara Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd. Sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis Hakim selalu 
menawarkan upaya perdamaian bagi para pihak yang berperkara. Apabila perdamaian 
tercapai maka perkara dianggap telah selesai dan dituangkan melalui perjanjian perdamaian 
yang kemudian dikukuhkan dalam suatu putusan hakim. Tetapi apabila perdamaian tidak 
tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga memperoleh putusan. 
Dalam pemeriksaan hingga putusan harus diterapkan asas cepat, sederhana dan biaya 
ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pemeriksaan perkara harus cepat dalam arti dari awal 
pemeriksaan perkara hingga putusan tidak memakan waktu yang lama tetapi tetap harus 
memperhatikan prosedur yang telah dietur dalam peraturan. Kemudian pada saat melakukan 
PUTUSAN 
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pemeriksaan perkara, dilakukan secara sederhana maksudnya apa yang memang sudah 
sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-
sendat serta mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Selain itu dalam 
pemeriksaan perkara juga harus memperhatikan asas biaya ringan yang mempunyai maksud 
agar semua biaya perkara dalam beracara di pengadilan dapat dipikul dan dijangkau oleh 
rakyat. mempermudah pihak yang berperkara dalam mencari keadilan. Jadi penerapan asas 
cepat, sederhana dan biaya ringan harus diterapkan sejak perkara masuk di pengadilan agama 
sampai keluarnya suatu putusan. 
Asas peradilan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman mengenai asas cepat, sederhan dan biaya ringan dapat diterapkan atau 
tidak. Apabila dalam pelaksanaanya belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal 
tersebut tidak luput dari adanya hambatan-hambatan. Solusi yang tepat dapat mengatasi dan 
menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada tersebut. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
 
Penulis telah melakukan penelitian mengenai penerapan Asas Cepat, Sederhana dan 
Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara cerai talak oleh Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang. Penulis meneliti perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang, yaitu perkara Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd tentang cerai  talak. Berdasarkan 
penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Mungkid Magelang maka untuk 
lebih jelasnya penulis sajikan data atau kasus cerai  talak sebagai berikut: 
1. Nomor Perkara   :   0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd 
2. Pemohon   :   EN bin SGT, umur 29 tahun, Agama Islam, 
pendidikan -, pekerjaan dagang, alamat Dusun Banggirejo RT.01 RW.03 Desa Banggirejo 
Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
3. Termohon   :   MSYRFH binti PRMN, umur 30 tahun, 
Agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh, alamat d/a Bp. SS Pundung Putih RT.02 
RW.03, kelurahan Gedang Anak, kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. 
Selanjutnya disebut sebagai Termohon. 
4. Duduk Perkara   :  
Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2008, yang 
terdaftar di Kepaniiteraan Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 26 Mei 2008, nomor : 
0720/ Pdt.G / 2008 /PA. MKD, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai 
berikut :  
a. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 
19 September 2005, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah 
KUA Kec. Mertoyudan, sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah 
Nomor : Kk.11.08/10/Pw.01/51/2008 tertanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan 
oleh KUA Kecamatan Mertoyudann, Kab. Magelang; 
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b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di 
rumah kontrakan di Semarang selama 2 tahub dan setiap minggu kerumah 
orangtua Termohon; 
c. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan 
hubungan kelamin llayaknya suami isteri (ba’dadduhul) dan dikaruniai 1 orang 
anak bernama: ANA, umur 2 tahun 6 bulan, ikut orangtua Termohon; 
d. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tenteram, namun sejak 1 
tahun nikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan 
percekcokan; 
e. Bahwa perselisihan dan percekcokan tersebut sisebabkan karena Termohon selalu 
menyepelekan Pemohon, apabila dinasehati selalu membantah akhirnya terjadi 
percekcokan dn apabila cecok Termohon minta diceraikan saja; 
f. Bahwa puncak perseisihan terjadi pada pertengahan tahun 2007 kemudian 
Termohon pergi dari rumah kontrakan lalu kost sendiri, akibatnya antara Pemohon 
dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun; 
g. Bahwa selama pisah Pemohon belum pernah menjemput Termohon; 
h. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk 
membenntuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynang 
Maha Esa sulit untuk diwujudkan; 
i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan 
Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengdili perkara ini, selanjutnya 
menjatuhkan putusan sebagai berikut : 
PRIMAIR : 
1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2) Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikarkan talaknya 
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid; 
3) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 
SUBSIDAIR : 
44 
 
Mohon putusan yang seadil-adilnya. 
5. Upaya Perdamaian oleh Majelis Hakim 
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir 
dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar 
mengurungkan kehendaknya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian 
dibacakan surat permohonan yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
6. Jawaban Termohon 
Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban 
yang pada pokoknya : 
a. Membantah sebagian dalil-daill permohonan Pemohon 
terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon 
jarang pulang ke rumah kontrakan dan pemohon sudah menikah dengan wanita 
lain; 
b. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon; 
c. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon 
menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat :  
1) Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga 
juta rupiah);- 
2) Termohon menuntut mut’ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus 
ribu rupiah) 
3) Termohon menuntut nafkah anak bernama ANA setiap bulan 
Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau 
manndiri; 
7. Replik Pemohon  
Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada 
pokoknya sebagai berikut 
a. Bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan alasan 
permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon; 
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b. Bahwa Pemohon menyanggupi memberi nafkah iddah kepada 
Termohon sebesar Rp. 1.500.000;(satu juta lima ratu sribu rupiah) 
c. Bahwa Pemohon menyanggupi memberi mut’ah kepada 
Termohon sebesar Rp. 500.000;-(lima ratus ribu rupiah) 
d. Bahwa pemohon menyanggupi memberi nafkah anak bernama 
ANA setiap bulan Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut 
dewasa atau mandiri; 
8. Duplik Termohon 
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengjukan duplik yang pada 
pokoknya sebagai berikut : 
a. Bahwa Termohon menyatakan menerima kesanggupan 
Pomohon untuk memberi nafkahh iddah sebesar Rp. 1.500.000;(satu juta lima ratu 
sribu rupiah) dan mut’ah sebesar Rp. 500.000;-(lima ratus ribu rupiah) 
b. Sedangkan untuk nafkah anak bernama ANA Termohon 
menyatakann keberatan bila Pemohon hanya sanggup Rp. 50.000;- (lima puluh 
ribu rupiah) setiap bulannya, Termohon menyatakan tetap dengan tuntutannya; 
Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang 
menyatakan tetap dengan repliknya; 
9. Alat bukti yang diajukan oleh Pemohon 
Bahwa untuk meneeguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah 
mengajukan bukti berupa : 
a. Surat : Duplikat Kutipan Akte Nikah 
Kk.11.08/10/Pw.01/51/2008 tertanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh KUA 
Kecamatan Mertoyudann, Kab. Magelang (Bukti P – 1); 
b. Saksi : 
1) SGT bin SPRD, umur 60 tahun yang memberikan keterangan 
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
a) Bahwa saksi adalah ayah Pemohon; 
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b) Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon, karena sewaktu 
Pemohon menikah tidak memberitahu saksi; 
c) Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar tidak usah cerai 
akan tetapi tidak berhasil; 
2) AK bin SGT, umur 30 tahun yang memnerikan keterangan 
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
a) Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon; 
b) Bahwa saksi kenal dengan Termohon, akan tetapi saksi tidak 
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kaarena 
sewaktu menikah tidak memberitahu saksi; 
c) Bahwa saksi mengetahui Pemohonn dann Temohon sudah 
pisah rumah selama 1 tahun; 
3) LS bin SS, umur 27 tahun yang memberikan keterangan 
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 
a) Bahwa sakksi adalah teman Pemohon; 
b) Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon kost di rumah 
saksi; 
c) Bahwa selama Termohon kost di rumah saksi, Pemohon jarang 
datang ke rumah kost Termohon; 
d) Bahwa saksi tahu, Pemohon terakhir datang ke rumah kost 
saksi sudah 1 tahun lebih; 
e) Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon 
bertengkar; 
Bahwa, terhadap keterangan sakksi-saksi tersebut Permohon dan Termohon 
menyatakan menerima dan membenarkannya; 
Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakkan sudah tidak akan menyampaikan suatu 
hal apapun melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian 
putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termaktub dalam berita acara 
persidangan perkara ini yang dipandang sebagai satu kesatuan dari putusan ini. 
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10. Pertimbangan Hukum  
KONVENSI 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti 
diuraikan tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar 
mengurungkan niatnya untuk cerai namun tidak berhasil; 
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alasan untuk menceraikan Termohon, 
dengan alasan antara, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran karena Termohon selalu menyepelekan Pemmohon apabila dinasehati 
sellalu membatah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, 
Termohon kost sendiri dan sudah pisah rumah selama 1 tahun. Alasan mena telah 
sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI 
oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mendapatkan fakta hukum 
berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang telah 
memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa rumah tangga Pemohon dan 
Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah 
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering tidak pulang kerumah 
kontrakan, bahkan Pemohon sudah menikah dengan wanita lain, sehingga Majelis 
Hakim berpandapat, Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama agar diijinkan 
untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon telah cukup beralasan sehingga patut 
untuk dikabulkan, dengan menerapkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 
116 huruf f KHI; 
REKONVENSI  
Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah menuntut 
kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut : 
a. Menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta 
rupiah);- 
b. Menuntut mut’ah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
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c. Menuntut nafkah anak bernama ANA setiap bulan Rp. 500.000 
(lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau manndiri; 
Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang pada pokoknya debagai 
berikut :  
a. Menyanggupi memberi nafkah iddah kepada Penggugat 
Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000;(satu juta lima ratu sribu 
rupiah) 
b. Menyanggupi memberi mut’ah kepada Penggugat 
Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 500.000;-(lima ratus ribu rupiah) 
c. Menyanggupi memberi nafkah anak bernama  ANA setiap bulan 
Rp. 50.000;- (lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; 
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi 
tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan menerima 
kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk nafkah iddah sebesar Rp. 
1.500.000;- dan mut’ah Rp. 50.000;-, maka Majelis Hakim berpandapat perlu untuk 
menetapkannya dalam amar putusan; 
Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi 
untuk memberikan nafkah anak bernama ANA setiap bulan Rp. 50.000;- (lima ratus ribu 
rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Penggugat Rekonvensi/Termohon 
Konvensi menyatakan tepat dengan tuntutannya, maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut. 
Menimbang, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memuntut nafkah anak 
bernama ANA setiap bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut 
dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan 
kesanggupan memberikan nafkah anak bernama ANA setiap bulan Rp. 50.000;- (lima 
ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim 
berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah terlalu 
memberatkan Tergugat Rekonvensi sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi 
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masih jauh dari kepatutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah memenuhi rasa 
kepatutan dan keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkar 
anak setiap bulan sebesar Rp. 200.000;-(dua ratus ribu rupiah) hingga ank tersebut 
dewasa atau madiri. Hal mana sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI; 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 
ayat (1) Undang-undang No. 7 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 
11. Amar Putusan 
Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang 
bersangkutan dengan perkara ini; 
MENGADILI 
DALAM KONVENSI 
a. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
b. Menetapkan member izin kepada Pemohon (EN bin SGT) untuk 
mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (MSYRFH binti PRMN) dihadapan 
siding Pengadilan Agama Mungkid; 
DALAM REKONVENSI 
a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi; 
b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada 
Penggugat Rekonvensi berupa : 
1) Nafkah  iddah sebesar Rp. 1.500.000;(satu juta lima ratu sribu 
rupiah) 
2) Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 500.000;-(lima ratus ribu 
rupiah) 
3) Nafkah anak bernama  ANA setiap bulan minimal Rp. 200.000;- 
(dua ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri; 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 
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- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat 
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000;- (dua ratus 
empat puluh enam ribu rupiah); 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
B. PEMBAHASAN 
 
1. Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara 
cerai talak kasus Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang. 
Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang ada di Indonesia 
harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang 
cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat 
(3) Undang-Unadang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Aagama Jo Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekusaan Kehakiman. Hal tersebut dimaksudkan agar para pencari keadilan dapat 
memeperoleh keadilan yg diinginkan secara adil dan mudah, serta bagi Pengadilan 
Agama itu sendiri dapat menyelesaikan perkara yang masuk secara maksimal. 
Tujuan penggugat atau pemohon mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama 
adalah tidak lain karena mereka ingin mencari keadilan berdasarkan peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila harapan tersebut tidak terpenuhi, maka 
mereka akan enggan mengajukan tuntutan haknya kepada pengadilan. 
Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis di 
Pengadilan Agama Mungkid Magelang dengan melakukan wawancara dan juga dengan 
menelaah putusan Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD tentang cerai talak. Penulis 
melakukan wawancara dengan hakim anggota majelis yang memeriksa dan mengadili 
perkara tersebut yaitu Sri Sangadatun pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 di 
Pengadilan Agama Mungkid Magelang.   
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim anggota Sri Sangadatun perkara 
masuk pada tanggal 26 Mei 2008 yang diajukan oleh Pemohon ED bin SGTO dan 
memperoleh nomor register perkara 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD. Setelah memperoleh 
nomer register perkara kemudian pada tanggal 27 Mei 2008 Pengadilan Agama 
Mungkid Magelang melakukan penunjukan majelis hakim pemeriksa perkara. Tanggal 
28 Mei 2008 penetapan hari sedang pertama yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 
2008.   
Sidang yang pertama pada tanggal 25 Juni 2008. Pada pemanggilan yang 
pertama pemohon tidak hadir pada persidangan karena Pemohon berada diwilayah 
hukum berbeda yaitu Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Semarang 
yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga. Pengadilan Agama 
Mungkid Magelang masih memberikan toleransi dengan melakukan pemenggilan 
kedua. Pada pemanggilan kedua para pihak menghadiri sidang yang telah ditentukan. 
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Dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid Magelang berkoordinasi dengan Pengadilan 
Agama Salatiga dalam pemanggilan para pihak. Pemanggilan / Relas dilakukan dengan 
relas Faksimail yang dikirimkan kepada Pengadilan Agama Salatiga yang diteruskan 
kepada para pihak. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemanggilan para pihak 
untuk hadir dipersidangan. 
Sidang kedua pada tanggal 2 Juli 2008 para pihak hadir dipersidangan. Pada 
sidang kedua ini majelis hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak 
berhasil. Majelis hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda 
pembacaan surat permohonan Pemohon serta jawaban Termohon. Sidang ketiga pada 
tanggal 6 Agustus 2008 dengan agenda pembacaan replik atas jawaban Termohon serta 
duplik atas replik Pemohon. Pada sidang ketiga pihak Termohon tidak hadir dalam 
persidangan. Sidang keempat pada tanggal 3 September 2008 dengan agenda 
mendengarkan keterangan para pihak. Dalam sidang ini kedua  pihak menghadiri 
persidangan. Sidang kelima pada tanggal 10 September 2009 yang merupakan 
pembacaan putusan oleh majelis hakim yang hadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri 
Termohon. 
Putusan tersebut menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk 
menucapkan ikrar talak. Pengucapan ikrar talak tersebut ditetapkan oleh Pengadilan 
Agama Mungkid Magelang pada tanggal 31 Desember 2009 tetapi Pemohon 
menyatakan belum siap untuk mengucapkan ikrar talak tersebut. Pemohon 
menyatakan kesanggupan pengucapan ikrar pada tanggal 18 Februari 2009. 
Menurut Sri Sangadatun dalam penyelesaian perkara tersebut sudah 
menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dan telah dilakukan usaha yang 
terbaik untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan perkara sehingga dapat 
terpenuhi harapan para pihak yang menghendaki peradilan  cepat, sederhana dan 
biaya ringan, namun tetap sesuai aturan dan prosedur yang ada. Proses pemeriksaan di 
persidangan pun telah dilakukan sesederhana mungkin untuk mempermudah bagi para 
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pihak dalam mengikuti jalannya proses persidangan, sehingga jalannya persidangan 
pun tidak berbelit-belit. 
Menurut Sri Sangadatun  dalam wawancara yang dilakukan penulis, 
penyelesaian prekara tersebut telah dilakukan sesederhana mungkin untuk 
mempermudah para pihak sehingga perkara tersebut tidak berbelit-belit sehingga 
dapat selesai dengan singkat namun tetap pada aturan yang ada dan biaya yang ringan. 
Mengenai biaya panjar pada perkara Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD, Pengadilan 
Agama Mungkid Magelang menetapkan biaya panjar sebesar Rp.426.000,- (empat ratus 
dua puluh enam ribu rupiah). Biaya panjar tersebut ditetapkan berdasarkan surat 
keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Magelang. Hal tersebut berdasarkan 
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008. 
Perincian perhitungan biaya perkara Noomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd 
Jumlah 
NO Uraian 
Penerimaan Pengeluaran 
1 Panjar 426.000   
2 Pendaftaran Perkara     
3 Lain-lain APK     
4 Biaya Admnistrasi     
5 Panggilan Pemohon   60.000 
  Panggilan Termohon   60.000 
  Panggilan Termohon   60.000 
  Panggilan Termohon   60.000 
        
        
  Materai   6.000 
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  Jumlah   240.000 
        
  Saldo 180.000   
  Tambah Panjar 120.000   
  Pemberitahuan Amar Putusan   60.000 
  Pemanggilan Pemohon 2x   120.000 
  Pemanggilan Termohon 2x   120.000 
  Jumlah 300.000 300.000 
      
Tabel 1. Tabel Perincian Biaya Perkara No: 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd 
Penentuan biaya panjar perkara tersebut didasarkan pada radius atau jarak 
antara Pengadilan Agama Mungkid Magelang dengan alamat para pihak yang 
berperkara. Sehingga penentuan biaya panjar tersebut dilakukan sesuai dengan 
ketentuan yang ada.  
Beracara di pengadilan agama kita mengenal berbagai asas-asas yang harus di 
perhatikan. Salah satunya antara lain yaitu asas cepat, sedehana dan biaya ringan. Asas 
ini sangat penting untuk di perhatikan dan diterapkan. Antara cepat, sederhana dan 
biaya ringan memiliki hubungan dan keterkatan yang sangat erat. Karena apabila 
pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit maka 
akan selesai dalam waktu yang relatif cepat dan otomatis akan membutuhkan biaya yang 
ringan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan perkara dilakukan dengan prosedur yang 
berbelit-belit, maka akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan akan 
membutuhkan biaya yang semakin banyak. 
Proses peradilan yang tidak dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan 
dapat menimbulkan beberapa akibat. Antara lain yaitu mengenai nafkah istri dan anak. 
Selama proses persidangan para pihak tetap dianggap sebagai suami dan istri sampai 
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dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan 
para pihak bercerai. Tertapi untuk hal tersebut undang-undang telah mengaturnya pada 
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa selama berlangsungnya 
gugatan perceraian atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah 
yang ditanggung oleh suami dan menentukan pula hal-hal lain yang perlu untuk 
menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. 
Dampak lain yang timbul yaitu apabila Pengadilan Agama tidak segera 
menangani perkara yang sudah masuk kepadanya akan terdapat ketidakjelasan status 
dari para pihak karena kebanyakan pasangan suami istri yang akan bercerai sudah hidup 
berpisah. Sebenarnya hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang yaitu pada Pada 
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “ Selama berlangsungnya 
gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan 
pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami 
istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah “. 
Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka apabila ada gugatan atau permohonan 
yang diajukan ke Pengadilan Agama harus segera diperiksa berdasarkan peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena hal ini juga akan membawa dampak positif 
bagi pengadilan itu sendiri yaitu akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap 
pengadilan, sehingga mereka akan mempercayakan perkaranya untuk diselesaikan 
melalui Pengadilan Agama. Selain itu, apabila setiap ada perkara yang masuk kepadanya 
lantas segera diperiksa, maka akan mengurangi penumpukan perkara. Tetapi Pengadilan 
Agama harus memberi perlakuan yang sama terhadap diri orang di muka pengadilan, 
sesuai dengan azas Equality before the law sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Menurut penulis penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada perkara 
No: 0720/Pdt.G/2008/PA.MKD sudah sesuai dengan ketentuan dalam penerapannya. 
Hal ini dapat dilihat jarak waktu antara masuknya perkara yaitu pada tanggal 26 Mei 
2008 dengan pelaksaan sidang pertama yaitu pada tanggal 25 Juni 2008. Hal tersebut 
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telah sesuai dengan Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam yaitu hakim harus melakukan 
pameriksaan gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
masuknya berkas atau gugatan perceraian. Artinya pelaksanaan siding pertama cukup 
efektif. Selain hal tersebut juga dapat dilihat dari Majelis Hakim sudah mengusahakan 
agar persidangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dengan 
mengusahakan agar para pihak dapat menghadiri persidangan 
Persidangan kedua dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2008. Proses persidangan 
ini sudah efektif karena jarak waktu dengan sidang pertama adalah 1(satu) minggu. 
Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2008. Proses ini belum berjalan 
efektif karena jarak waktu dengan sidang kedua lebih dari 1(satu) bulan. Begitu pula 
dengan sidang keempat yaitu pada tanggal 3 September 2008, jarak waktu dengan 
sidang ketiga adalah 1 bulan, sehingga belum efektif. Sidang kelima sudah berjalan 
efektif yaitu pada tanggal 10 September 2008 karena jarak waktunya 1(satu) minggu. 
Pada sidang pelaksanaan ikrar talak juga sudah cukup efektif. Sidang pengucapan ikrar 
talak oleh Pengadilan Agama mungkid Magelang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 
2008 tetapi pemohon menyatakan belum siap dan pemohon menyatakan siap 
mengucapkan ikrar talak pada tanggal 18 Februari 2008. Dalam persidangan perkara 
tersebut sidang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali. Dalam sidang ikrar talak ini sudah 
berjalan efektif karena waktu pengucapan ikrar talak berjarak 1(satu) bulan 3(tiga) 
minggu sejak penetapan hari sidang ikrar talak. Hal ini tidak melampaui batas waktu 
yang ditentukan yaitu 6 (enam) bulan sejak penetapan hari sidang ikrar talak yaitu 
sesuai dengan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga prosesr tersebut 
berjalan efektif. Walaupun proses pemeriksaan persidangan tersebut berjalan cepat 
tetapi tetap sesui dengan prosedur yang ada. 
Dalam proses penyelesaian perkara ini menurut penulis telah dilakukan secara 
sesederhana mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dengan Pengadilan Agama Munkid 
Magelang telah mengusahakan agar para pihak selalu mengikuti jalannya persidangan 
walaupun para pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid 
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Magelang. Proses persidangan telah dibuat sederhana sehingga para pihak mudah 
memahami jalannya persidangan dan persidangan pun cepat selesai.   
Mengenai biaya, perkara tersebut dikenakan biaya panjar Rp 426.000,-. Biaya 
panjar tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Mungkid Magelang melalui surat 
Ketua Pengadilan Agama Mugkid Magelang. Biaya panjar tersebut masih ditambah 
karena terdapat kekurangan. Menurut penulis biaya perkara tersebut sudah cukup 
ringan mengingat para pihak berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang, sehingga memerlukan biaya terutama dalam hal pemanggilan dan 
pemberitahuan para pihak. Selain itu juga dengan melihat keadaan saat ini yang 
bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Penentuan biaya panjar ditentukan oleh 
Ketua Pengadilan dengan melihat keadaan saat ini. Hal tersebut berdasarkan pada 
Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2008. Biaya perkara tersebut 
dibebankan kepada pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) 
Undang-Undanng Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan 
bahwa perkara dalam bidang perkawinan biaya perkara dibebankan pada penggugan 
atau pemohon. 
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2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan 
Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Kasus No. 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid dan Solusinya 
Dalam penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian 
perkara cerai talak kasus Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd yang penulis teliti ternyata 
tidak ditemukan permasalahan yang dapat menghambat penerapannya sehingga 
penerapan asas tersebut berjalan dengan lancar. Namun dari wawancara dengan hakim 
anggota majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu Sri Sangadatun 
bahwa secara garis besar hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Surakarta 
dalam penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah sebagai berikut : 
a. Para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang 
Dalam perkara Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd para pihak yang 
berperkara berada diluar Pengadilan Agama Mungkid Magelang. Hal ini 
menyebabkan Pengadilan Agama Mungkid Magelang mengalami kesulitan 
pemanggilan para pihak untuk hadir di persidangan. 
b. Banyaknya perkara yang masuk di pengadilan Agama Mungkid Magelang dengan 
jumlah hakim yang ada tidak seimbang. 
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Hal ini bukan manjadi hanbatan yang mendasar. Dalam hal ini Pengadilan 
Agama Mungkid Magelang melakukan pembagian tugas sehingga perkara yang 
masuk dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. 
c. Salah satu pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan. 
Ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dapat menghambat 
jalannya persidangan. Hal ini dapat mengakibatkan sidang menjadi tertunda 
sehingga memakan waktu yang lama dan tentu saja menanbah biaya untuk 
pemanggilan kembali. 
Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan 
Agama Mungkid Magelang dalam melaksanakan penerapan asas Cepat, Sederhana dan 
Biaya Ringan maka solusi untuk menyelesaikannya adalah: 
a. Untuk mengatasi hambatan para pihak yang bertempat tinggal di luar wilayah 
hukum Pengadilan Agama Mungkid Magelang, Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang melakukan koodinasi dengan Pengadilan Agama Salatiga karena para 
pihak bertinggal di wilayah hukum Pengadilan Agma Salatiga. Pemanggilan kepada 
para dengan menggunakan relas faksimail melalui  Pengadilan Agama Salatiga 
yang kemudian untuk diberitahukan kepada para pihak. Hal ini dilakukan agar 
pemanggilan menjadi lebih mudah. 
b. Untuk mengatasi banyaknya perkara yang masuk tidak sebanding dengan hakim 
yang ada, Pengadilan Agama Mungkid Magelang dengan mengadakan rapat 
sendiri untuk mentukan pembagian tugas untuk menangani perkara yang masuk 
sehingga perkara yang telah masuk dapat terselesaikan dengan baik dan 
peningkatan pelayanan pun dapat tercapai. 
c. Untuk mengatasi tidak hadirnya salah satu pihak Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang masih memberikan toleransi untuk melakukan pemanggilan untuk yang 
kedua kalinya sehingga para pihak dapat menghadiri persidangan.    
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan 
Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara 
cerai talak kasus Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid 
Magelang, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam penyelesaian perkara 
cerai talak kasus Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama 
Mungkid Magelang : 
a. Dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara cerai talak kasus 
Nomor 0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd, Pengadilan Agama Mungkid Magelang 
sudah menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan 
ketentuan yang ada. 
b. Dalam tahapan persidangan, sidang dapat selesai dengan cepat. Sejak perkara 
masuk hingga putusan berjalan cukup cepat. Sidang dalam perkara ini 
dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Walaupun cepat tetapi tetap sesuai dengan 
prosedur yang telah ditentukan. Persidanganpun telah dilakukan sesederhana 
mungkin sehingga para pihak memahami jalannya persidangan dan maksud 
dari persidangan. 
c. Mengenai biaya pajar dalam perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp. 426.000,-
. Biaya perkara tersebut sudah cukup ringan mengingat para pihak berada di 
luar wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid Magelang. Sehingga 
memerlukan biaya terutama dalam hal pemanggilan dan pemberitahuan para 
pihak. Penentuan biaya panjar ditentukan oleh Ketua Pengadilan dengan 
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melihat keadaan saat ini. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Edaran 
Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2008. 
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan 
Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Kasus Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan  Agama Mungkid Megelang adalah 
sebagai berikut : 
a. Para pihak bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama 
Mungkid Magelang 
b. Banyaknya perkara yang masuk di pengadilan Agama Mungkid Magelang 
dengan jumlah hakim yang ada tidak seimbang. 
c. Salah satu pihak yang berperkara tidak hadir di persidangan. 
Permasalahan atau hambatan dalam penerapan Asas Cepat, Sederhana 
dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Kasus Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid tersebut dapat diatasi 
dengan berbagai cara yaitu : 
a. Pengadilan Agama Mungkid Magelang melakukan koordinasi dengan 
Pengadilan Agama Salatiga karena para pihak bertinggal di wilayah hukum 
Pengadilan Agma Salatiga. Pemanggilan kepada para dengan  menggunakan 
relas fakasimail melalui  Pengadilan Agama Salatiga yang kemudian untuk 
diberitahukan kepada para pihak. Hal ini dilakukan agar pemanggilan 
menjadi lebih mudah. 
b. Pengadilan Agama Mungkid Magelang mengadakan rapat sendiri untuk 
mentukan pembagian tugas untuk menangani perkara yang masuk sehingga 
perkara yang telah masuk dapat terselesaikan dengan baik dan peningkatan 
pelayanan pun dapat tercapai. 
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c. Pengadilan Agama Mungkid Magelang masih memberikan toleransi untuk 
melakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya sehingga para pihak 
dapat menghadiri persidangan. 
B. Saran 
 
Setelah melakukan penelitian mengenai perkara Nomor 
0720/Pdt.G/2008/PA.Mkd, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya Pengadilan Agama Mungkid Magelang lebih memperhatikan dan 
mengusahakan lagi dalam penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yaitu 
dengan waktu minimum dalam memeriksa setiap perkara yang masuk sehingga 
perkara dapat selesai dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adil bagi 
para pencari keadilan dan peninggkata pelayanan dapat tercapai. 
2. Hendaknya dalam menentukan besarnya biaya perkara harus sesuai dengan 
ketentuan yang ada saat ini yaitu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan 
Agama, sehingga tidak ada pembedaan mengenai biaya perkara bagi pihak yang 
berperkara. 
3. Untuk para pihak hendaknya selalu memenuhi panggilan sehingga jalannya 
persidangan tidak tertunda dan perkara dapat selesai denga cepat. 
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